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ABSTRAK

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pesta
demokrasi rakyat pedesaan yang didalamanya kebebasan
memilih rakyat tetap terjamin. Lebih lanjut dalam peraturan
Menteri dalam Negeri No 112 Tahun 2014, Pemilihan kepala
desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam
rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan juga dalam Peraturan
Daerah Kebumen (Perda) No.1 Tahun 2023 tentang Pemilihan
Dan Pengangkatan Kepala Desa pada Pasal 1 Ayat 11 yang
berbunyi pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan
kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa
yang besifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan
Bagaimana penerapan Peraturan No.1 Tahun 2023 dalam
pemilihan Kepala Desa di Desa Adiluhur Kecamatan
Adimulyo Kabupaten Kebumen dan Apa yang menjadi
hambatan dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Adiluhur
Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen di tinjau dari
Peraturan Daerah No.1 Tahun 2023. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian
deskriptif dan menggunakan Teknik pengumpulan data
dengan wawancara, studi pustaka serta observasi. Selain itu
juga dilakukan analisis Peraturan Daerah yang berkaitan
dengan masalah yang di teliti.



Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan
Peraturan Daerah Nomor.1 Tahun 2023 dalam pilkades desa
Adiluhur masih ada beberapa kendala serta penerapan prinsip-
prinsip efektifitas hukum masih menghadapi beberapa
tantangan. Faktor utama yang mempengaruhi adalah kurang
pahamnya masyarakat mengenai politik serta mengenai
peraturan tentang politik uang, sehingga masyarakat masih
menganggap bahwa politik uang menjadi hal yang biasa.
Kurang pahamanya mengenai sistem pelaporan kecurangan
dalam pemilihan kepala desa juga menjadi hambatan, sehingga
hal itu juga menjadi kendala bagi pemerintah terkait dalam
memberikan sosialisasi peraturan dan sosialisasi mengenai

politik uang bagi masyarakat atau para calon kepala desa.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah

Kabupaten Kebumen, Politik Uang
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ABSTRACK

Village Head Election (Pilkades) is a democratic
celebration of rural people in which the freedom to choose
people is guaranteed. Furthermore, in the regulation of the
Minister of Home Affairs No. 112 of 2014, the election of
village heads is the implementation of people's sovereignty in
the village in order to elect a village head that is direct,
general, free, secret, honest, and fair. And also in the Kebumen
Regional Regulation (Perda) No. 28 of 2023 concerning the
Election and Appointment of Village Heads in Article 1
Paragraph 11 which states that the election of village heads is
the implementation of people's sovereignty in the village in
order to elect a village head that is direct, general, free, secret,
honest and fair.

The purpose of this study was to determine how the
implementation of Regional Regulation No. 1 of 2023 in the
election of Village Head in Adiluhur Village, Adimulyo
District, Kebumen Regency and What are the obstacles in the
election of Village Head in Adiluhur Village, Adimulyo
District, Kebumen Regency reviewed from Regional
Regulation No. 1 of 2023. The research method used is a
qualitative method with a descriptive research type and uses
data collection techniques with interviews, literature studies

and observations. In addition, an analysis of Regional

vii



Regulations related to the problem being studied was also
carried out.

The results of the study show that the implementation
of Regional Regulation Nomor. 1 of 2023 in the Adiluhur
village head election still has several obstacles and the
application of the principles of legal effectiveness still faces
several challenges. The main factor that influences is the lack
of public understanding of politics and regulations on money
politics, so that people still consider money politics to be
commonplace. Lack of understanding of the fraud reporting
system in the village head election is also an obstacle, so that
it is also an obstacle for the relevant government in providing
socialization of regulations and socialization regarding money

politics for the community or village head candidates.

Keywords : Village Head Election, Regional Regulation of
Kebumen Regency, Money Politics
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MOTTO

“Lakukan apa yang kau mau sekarang, Saat hatimu
bergerak jangan kau larang’’

(Hindia)

“Nikmati setiap prosesnya dalam kehidupan, maka
bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, and still

yoman”
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang menganut sitem
demokrasi dalam pemerintahanya. Demokrasi tanpa
pengaturan hukum akan kehilangan bentuk arah, sedangkan
hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut
Franz Magnis Suseno, “demokrasi yang bukan negara hukum
bukan demokrasi dalam arti sesungguhnya”.! hal ini bisa
dilihat bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara
yang menganut sistem pemilihan umum, mulai dari pemilihan
yang paling tinggi yaitu presiden sampai pemilihan yang
paling rendah yaitu kepala desa. Dalam pemilihan umum
masyarakat dituntut untuk meberikan suara atau hak untuk
memilih para calon pemimpin yang akan memimpin. Suara
masyarakat ataupun hak masyarakat dalam memilih para calon
pemimpin merupakan salah satu hal yang penting dalam
kontestasi pemilihan umum, sebagaimana yang disebutkan
dalam teori konstitusi.

Dalam sistem demokrasi, partisipasi masyarakat
merupakan esensi penting dalam hal ini. seperti halnya dalam

pemilihan kepala desa, walaupun terhitung dalam skala

1 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di
Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), him. 160.
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pemilihan di tingkat desa namun hal ini sangat penting bagi
masyarakat untuk turut serta dalam pesta demokrasi. Dalam
pemilihan kepala desa yang terhitung pemilihan umum dalam
skala kecil, namun dalam pemilihan ini kita dapat meninjau
bagaimana peran masyarakat secara langsung dalam memilih
calon pemimpin untuk mengembangkan dan bertanggung
jawab atas desa mereka. Adanya peran masyarakat dalam
pemilihan kepala desa menandakan adanya aktivitas politik
yang terjadi dalam desa tersebut. Perpolitikan dalam pemilihan
kepala desa bukan hanya sekedar perebutan kekuasaan
ataupun berlomba-lomba dalam kampanye. Melainkan juga
melibatkan pertarungan harga diri, gengsi, dan kehormatan
yang dimiliki, sehingga para calon terlihat mengkorbankan
banyak hal dalam pemilihan.

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.? UUD
(Undang-Undang Dasar) 1945 mengakui dan menghormati
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia.

2 Lihat Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor. 72 Tahun 2005
tentang Desa.



Pemerintah Desa merupakan struktur pemerintahan paling
bawah dan secara langsung berinteraksi dengan masyarakat.
Sehingga kewenangan pemerintah desa adalah untuk
meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyrakat.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah mengakui dengan adanya otonomi yang
dimiliki oleh desa dan Kepala Desa dapat diberikan
pengeuasaan atau pendelegasian dari pemerintah ataupun
Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintah
tertentu.’

Adanya peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 72
Tahun 2020 tentang pemilihan kepala desa yang di serahkan
terhadap bupati/wali kota untuk membentuk panitia pemilihan
yang di tetapkan bupati/wali kota. Panitia pemilihan yang di
bentuk oleh bupati/wali kota mempunyai tugas yaitu salah
satunya melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan
kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi
kepada bupati/wali kota serta melakukan pelaporan. Panitia
pemilihan dari kabupaten bekerjasam dengan Badan Pengawas
Desa untuk membuat panitia pemilihan di tingkat desa.
Sebenarnya adanya panitia pemilihan akan mengurangi

praktek politik uang di tingkat desa.

3 Lihat Pasal 1 ayat 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor. 32 Tahun 200 tentang Desa.
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Melalui Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2005 tentang Desa, yang berbunyi pemilihan kepala
desa besifat langsung, umum, bebas, jujur dan adil dan
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2004
tentang tata cara pencalonan dan pemilihan, pelantikan dan
pemberhentian Kepala Desa serta Keputusan Bupati Kebumen
Nomor 17 Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan
pencalonan, pemilihaan pelantikan dan pemberhentian Kepala
Desa. Melalui peraturan-peraturan tersebut diharapkan
pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Adimulyo Kabupaten
Kebumen dapat berjalan dengan baik. Namun dalam
prakteknya, Peraturan Pemerintah khususnya terkait pemilihan
Kepala Desa rawan dimainkan, sehingga mekanisme
pemilihan Kepala Desa jarang sekali diketahui secara utuh
olen masyarakat di tingkat desa, apalagi mekanisme
pengawasan dan penyelesaian sengketa pilkades. Akibatnya,
jika terjadi pelangaran-pelanggaran dalam pilkades,
penyelesaiannya cenderung menyisakan konflik.

Dalam pilkades di Kabupaten Kebumen Tahun 2023
terdapat 49 desa yang melakukan pemilihan serta tersebar di
22 Kecamatan. Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo
Kabupaten Kebumen merupakan salah satu desa yang
melakukan pilkades berdasarkan ketentuan perda Nomor 1
Tahun 2023. Dalam hal ini peniliti memilih Desa Adiluhur
melihat dari tingkat kemajuan masyarakatnya dalam



membangun desa dan juga bagaimana peran masyarakat dalam
pilkades. Hal ini bisa dilihat dari berbagai sumber yang telah
melakukan penelitian di Desa Adiluhur dan juga menyatakan
bahwasanya desa yang menjadi salah satu desa wisata
(kampung Inggris) di Kabupaten Kebumen merupakan satu
satunya desa yang ada di Kecamatan Adimulyo yang memiliki
destinasi wisata taman reptile serta juga memiliki Persatuan
olahraga yang hanya ada di Kecamatan Adimulyo. Hal ini
menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian di
desa tersebut melihat dari tingkat kemajuan masyarakatnya
dalam membangun desa dan juga bagaimana peran masyarakat
dalam membangun desa dari segi pilkades. Desa yang maju
biasanya memiliki system pemerintahan yang lebih
terstruktur, sehingga memudahkan analisi tentang bagaimana
kecurngan-kecurangan yang terdapat dalam pilkades serta
bagaiaman pengaruhnya terhadapa proses demokrasi dan
kualitas pemerintahan.

Pemilihan kepala desa merupakan pemilihan yang
paling sensistif di banding dengan pemilihan yang lain karena
dalam pemilihan Kepala Desa calon Kepala Desa dan
pendukung berasal dari daerah yang sama dan bersinggungan
secara langsung sehingga sangat rawan terjadinya konflik.*
Studi tentang nilai-nilai budaya politik lokal yang berkorelasi

4 Wawancara dengan Bapak Nur Rohman, Anggota (Badan
Permusyawaratan Desa), Pada tanggal 16 Agustus 2023, Pukul 15.30
WIB, Desa Adiluhur



positif maupun negatif terhadap demokratisasi amat penting
dilakukan untuk mengetahui dan memahami tantangan,
peluang dan prospek demokratisasi yang sedang berjalan saat
ini. Di sinilah urgensi penelitian demokrasi dan budaya politik
lokal, yaitu untuk mendapatkan jawaban yang komprehensif
tentang implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kebumen
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10
Tahun 2016 Tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala
Desa dan kesinambungan nilai-nilai demokrasi lokal di
Kecamatan Adimulyo.

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di berbagai
daerah terjadi beberapa konflik yang dapat mengganggu
proses pembangunan politik dan kestabilan politik di tingkat
desa. Seperti dalam konflik pemilihan Kepala Desa yang
terjadi di Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten
Purbalingga. Konflik tersebut dalam pemilihan Kepala Desa
terjadi pada tahapan proses pemilihan Kepala Desa yang
dianggap masyarakat desa tersebut terjadi penyimpangan dan
pelanggaran. Beberapa bentuk pelanggaran yang terjadi adalah
penyimpangan dalam proses pencalonan Kepala Desa, proses
kampanye yang menyalahi aturan yang telah ditentukan
panitia, pengerahan massa pendukung salah satu calon Kepala
Desa, sampai dengan proses penghitungan suara

Dalam pemilihan umum kampanye merupakan suatu

yang sangat penting, dimana para calon pemimpin yang akan



mengajukan  diri  dalam  pemilihan umum  mereka
membutuhkan suatu tim yang akan membantu mereka dalam
pencarian masa ataupun pendukung®. Praktek kampanye yang
ada dalam pemilihan umum banyak di salah gunakan oleh para
calon pemimpin ataupun tim sukses dari calon pemimpin,
seperti halnya adanya praktek politik uang. Hal suap-menyuap
yang kita ketahui dalam praktek kampanye merupakan hal
yang sangat sering terjadi mendekati hari pemilihan umum.
Suap-menyuap yang terjadi dalam pemilihan kepala desa
anatar tim sukses dengan para pemilih merupakan hal buruk,
bahkan dapat Kita saksikan secara langsung praktek suap-
menyuap tersebut.®

Praktek suap-menyuap ini merupakan hal yang di
anggap ‘lumrah’ karna hal ini sudah seperti mandarah daging
di masyarakat setiap menjelang hari pemilihan umum, namun
apabila ada masyarakat yang menyadi adanya praktek suap-
menyuap tersebut, mereka memilih untuk diam ataupun
seolah-olah tidak peduli dengan adanya hal tersebut. Politik
uang merupakan hal yang sering terjadi dalam pemilihan
kepala desa, bahkan para calon pemimpin seperti halnya

melakukan sebuah pertaruahan uang, dimana dia yang

5Salim Baharudin Amirul Ardi, Praktek Politik Uang Pada
Pilkades Di Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan Kaabupaten
Kebumen Tahun 2019 , him 3

®Ebin Danius, Politik Uang Dan Uang Rakyat, Universitas
Halmahera, 1999, him. 12



mengeluarkan uang suap paling banyak maka kemungkinan
besar mereka yang akan terpilin sebagai calon pemimpin.
Dalam praktek politik uang tersebut tim sukses berperan
penting dalam melakukan suap-menyuap sehingga para calon
pemimpin tidak terlibat langsung pada praktek tersebut.

Ironisnya, walaupun hanya perhelatan pemilihan
umum di tingkat desa, berbagai kebusukan politik dibalik
kegiatan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dielakan, bahkan
sampai bisa dikatan penodaan-penodaan dalam nilai-nilai
demokrasi. © Sebagian besar masyarakat bahkan sangat
mengharapkan adanya pembagian uang dari para calon
pemimpin Kepala Desa, bahkan justru yang paling membuat
heboh ialah para botoh (petaruh). Para botoh ini pada
umumnya orang-orang yang dari luar desa maupaun dalam
desa yang sedang melaksanakan perhelatan demokrasi
tersebut. Tidak jarang para botoh tersebut membagi-bagikan
uang kepada masyarakat agar memilih kontestan tersebut.
Banyak model dan modus yang dilakukan oleh tim sukses
cakades maupun botoh dalam mebagi uang kepada
masyarakat, mulai dari dengan secara sembunyi-sembunyi
maupun terang-terangan.

Dalam perda kebumen Nomor 1 tahun 2023 Pasal 1
Nomor (11) yang mengatur tentang pilkades yang bersifat

7 http://budisansblog.blogspot.cAom/2013/04/demokrasi-busuk-
pilkades.html. Diakses
pada hari sabtu 23 Agustus 2022, pukul 18.40 WIB.
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langsung umum bebas jujur rahasia dan adil. Diharapkan untuk
desa yang berada di kabupaten kebumen dalam melaksanakan
pilkades untuk memperhatikan pasal tersebut, dan diharapkan
perda tersebut dapat mengurangi kecurangan-kecuranagn
dalam pilkades di kabupaten kebumen.

Berdasarkan uraian tersebut, Peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul:
“Pelaksanaan  Pemilihan Kepala Desa Adiluhur
Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode
Tahun 2023-2029 Ditinju Dari Peraturan Daerah
Kebumen Nomor 1 Tahun 2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka
dapat di rumuskan beberapa permasalahan yang menarik
untuk dikaji dan dianalisis, antara lain :
1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di
Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten
Kebumen ditinjau dari Perda Nomor 1 Tahun 2023
perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 20167?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pemilihan
Kepala Desa di Desa Desa Adiluhur Kecamatan
Adimulyo Kabupaten Kebumen di tinjau dari Perda
Nomor 1 Tahun 2023?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun hal yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini
dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Untuk menjelaskan pelaksanaan penerapan
Perda No.1 Tahun 2023 dalam pemilihan
Kepala Desa di Desa Adiluhur Kecamatan
Adimulyo Kabupaten Kebumen.

b. Untuk mengukur kesesuaian faktor-faktor yang
menjadi hambatan dalam pemilihan Kepala
Desa di Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo
Kabupaten Kebumen di tinjau dari Perda No.1
Tahun 2023.

2. Adapun kegunaan dalam penelitian ini meliputi :

a. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi
bahan pertimbangan baru bagi peneliti lain
yang ingin meniliti tentang pemilihan Kepala
Desa di tempat lain yang di tinaju dari Perda
No.1 Tahun 2023.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat atau sumbangan
penelitian  dalam rangka mewujudkan

pemilihan Kepala Desa secara jujur dan adil.
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D. Telaah Pustaka

Dalam Menyusun sebuah skripsi, telaah pustaka sangatlah
penting sebelum penulis melakukan langkah yang lebih jauh
dan berguna untuk membuktikan originalitas dari penelitian
ini, penulis perlu untuk melakukan tinjauan kajian studi
terdahulu.

Berdasarkan studi kepustakaan yang telah penyusun
lakukan, ada beberapa penelitian yang terkait dengan
implementasi Perda No.1 Tahun 2023 namun ada beberapa hal
yang berbeda dalam penelitian yang akan di tulis ini, dimana
daerah yang akan menjadi objek penelitian pasti memeiliki ciri
khas khusus. Berikut beberapa penelitian dan perbedaan dari
peneliti sebelumnya, antara lain:

Ali Fauzan dalam skripsi berjudul Implementasi
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam
Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan
Wanasari Kabupaten Brebes. Penelitian ini memfokuskan
untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomer
72 Tahun 2005 tentang Desa terhadap peran Badan
Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan dan
penetapan peraturan Desa di Kecamatan wanasari kabupaten
brebes. Selain itu skripsi ini jJuga menyimpulkan Implementasi
dari PP 72 Tahun 2005 terhadap peran BPD didalam proses

11



penyusunan perdes, sesuai dengan mekanisme Perundang-
undangan yang ada, baik UU 32 Tahun 2004 dan UU No 12
Tahun 2008 tentang peraturan desa.®

Kajian Skripsi yang disusun oleh Hasan Abdillah yang
berjudul Money Politik dalam Pilkades di Desa Tegal Ampel
Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso Dalam
Prespektif Hukum Islam. yang dimana didalam skripsi ini
membahas tentang bagaimana cara calon pemimpin
menjalankan praktek politik uang dan membahas bagaimana
prespektif Islam dalam meninjau praktek money politik, dalam
skripsi ini ada salah satu kesimpulan yang membahas
bahwasanya pemberian uang dalam pemilihan dibolehkan bagi
calon pemimpin dengan alasan adalah sebagai uang hadiah
serta harus adanya kriteria pemimpin yang bisa dikatakan
seperti hal tersebut, namaun lain halnya bagi para penerima
uang tersebut, penerima uang tersebut tetap dikatan sebagai

orang yang menerima suap.®

8 Ali Fauzan, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72
tahun 2005 tentang Desa Terkait Dengan peran badan permusyawaratan
Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan Desa di Kecamatan
wanasari kabupaten Brebes” Skripsi, Program Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

®Hasan Abdillah, “Money Politic Dalam Pilkades di Desa Tegal
Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso, Dalam
Persepektif Hukum Islam” Skripsi, Fakultas Syari“ah dan Hukum (Jinayah
Siyasah) Universitas Islam Negri (UIN) Yogyakarta 2009.
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Kajian jurnal yang ditulis oleh Fitriyah yang berjudul
Cara Kerja Politik Uang (studi kasus pilkada dan pilkades di
Kabupaten Pati) Jurnal Politika, Vol.6, No.2, Oktober 2015.
Dalam Jurnal ini dibahas tentang kerja dari politik uang
tersebut, serta di jelaskan juga bahwasanya bahwasanya ada
peran dari tim sukses dalam melakukan praktek politik uang.*

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan penulis sebagai landasan dalam
penelitian ini adalah:
1. Teori Efektifitas Hukum

Peraturan perundang-undangan, baik yang berada di tingkat
lebih rendah maupun

lebih tinggi, bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat
dan aparat penegak hukum dapat mengimplementasikannya
secara konsisten tanpa membedakan antara individu satu
dengan yang lainnya. Prinsip “equality before the law" (setara
di hadapan hukum) adalah tujuan utama, tetapi dalam
praktiknya seringkali peraturan perundang-undangan ini
dilanggar, sehingga aturan tersebut tidak efektif. Ketidak-
efektifan undang-undang ini bisa disebabkan oleh berbagai

faktor, seperti ketidak jelasan dalam teks undang-undang,

OFitriyah yang berjudul Cara Kerja Politik Uang (studi kasus
pilkada dan pilkades di Kabupaten Pati) Jurnal Politika, VVol.6, No.2,
Oktober 2015.
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kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum oleh aparat,
atau kurangnya dukungan dari masyarakat.

Ketika sebuah undang-undang dilaksanakan dengan
baik, maka undang-undang tersebut dianggap efektif. Ini
berarti undang-undang tersebut memiliki teks yang jelas
sehingga tidak memerlukan penafsiran yang rumit, penegakan
hukum dilakukan secara konsisten oleh aparat, dan masyarakat
secara aktif mematuhi aturan tersebut. Sebagai hasilnya,
undang-undang tersebut dapat mencapai tujuan yang
diinginkan dan menghasilkan efek yang diinginkan dalam
masyarakat. Kata teori efektivitas hukum adalah terjemahan
dari bahasa Inggris, yaitu effectiviness of legal theory, dalam
bahasa Belanda disebut effectiviteit van de jurisdische theorie,
dalam bahasa Jerman yaitu wirksamkeit der rechtlichen
theorie.

Hukum memiliki peran penting dalam mencapai
keadilan, kepastian, dan manfaat hukum. Untuk mencapali
tujuan-tujuan hukum ini, diperlukan strategi dan
metode yang terorganisir dengan baik. Ketika hukum diatur
dalam peraturan perundang-undangan negara, itu berlaku
sejak tanggal diundangkan. Namun, saat mulai diterapkan,
pelaksanaan hukum tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Seringkali, pelaksanaan hukum dapat bertentangan
dengan kepercayaan masyarakat atau mitos tertentu, yang
mengakibatkan pelanggaran terhadap peraturan yang sudah

14



berlaku. Efektivitas hukum adalah fokus penelitian yang
digunakan untuk menilai apakah peraturan yang telah
diberlakukan telah dijalankan atau belum, dengan
mempertimbangkan  pengaruh  mitos dan  keyakinan
masyarakat dalam pelaksanaan hukum tersebut.

Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh
Anthony Allot menekankan bahwa hukum akan dianggap
efektif jika tujuan keberadaannya dan pelaksanaannya adalah
untuk mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dan
mengatasi kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat
membantu mewujudkan apa Yyang direncanakan dalam
kehidupan sosial dan masyarakat. Dalam situasi di mana
terjadi kegagalan dalam penerapan hukum, maka hukum
masih mampu untuk memperbaiki situasi tersebut, terutama
jika ada kebutuhan untuk menerapkan hukum dalam konteks
yang berbeda.

Teori Efektivitas Hukum ini memfokuskan pada
pencapaian tujuan hukum dalam konteks sosial dan
masyarakat. Fokus utama dari teori ini adalah mengkaji dan
menganalisis sejauh mana hukum berhasil atau gagal
diterapkan, serta factor-faktor yang memengaruhinya. Ada
tiga fokus utama dalam kajian teori ini, yaitu:

a. keberhasilan dalam pelaksanaan hukum,
b. kegagalan dalam penerapannya, dan
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c. faktor-faktor yang memengaruhinya.!

Hukum memiliki peran penting dalam mencapai
keadilan, kepastian, dan manfaat hukum. Untuk mencapai
tujuan-tujuan hukum ini, diperlukan strategi dan metode yang
terorganisir dengan baik. Ketika hukum diatur dalam peraturan
perundang-undangan negara, itu berlaku sejak tanggal
diundangkan. Namun, saat mulai diterapkan, pelaksanaan
hukum tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Seringkali, pelaksanaan hukum dapat bertentangan
dengan kepercayaan masyarakat atau mitos tertentu, yang
mengakibatkan pelanggaran terhadap peraturan yang sudah
berlaku. Efektivitas hukum adalah fokus penelitian yang
digunakan untuk menilai apakah peraturan yang telah
diberlakukan telah dijalankan atau belum, dengan
mempertimbangkan pengaruh mitos dan keyakinan
masyarakat dalam pelaksanaan hukum tersebut.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektifitas
dapat diukur dari sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai
tujuannya. Oleh karena itu, efektivitas hukum dapat diartikan
sebagai tingkat di mana hukum mencapai dampak positif, yang
pada gilirannya membimbing atau mengubah perilaku

manusia sehingga menjadi perilaku yang sesuai dengan hukum.

11 Anthony Allot, The Limit Of Law, (London: Buttherwhorts,
1980), hIm.9-19
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Dalam konteks efektivitas hukum, penting untuk tidak
hanya melihat hukum sebagai alat paksaan eksternal, tetapi
juga memperhatikan peran proses pengadilan. Ancaman
paksaan juga merupakan unsur yang penting agar suatu aturan
atau ketentuan dapat dianggap sebagai hukum. Oleh karena itu,
hubungan antara unsur paksaan dan efektivitas suatu peraturan
atau aturan hukum sangat erat.?

Hubungan antara teori efektivitas hukum yang
dikemukakan oleh Anthony Allot dan Soerjono Soekanto
dengan penelitian ini adalah terkait efektivitas hukum yang
berjalan di masyarakat. Maka dari itu penelitiaian ini melihat
seberapa efektif peraturan yang ada di lingkungan masyarakat.

2. Demokrasi
Dalam sejarahnya, demokrasi sering bersanding dengan
kebebasan (freedom).Namun demikian, demokrasi dan
kebebasan tidaklah identik.demokrasi merupakan sebuah
kumpulan ide prinsip tentang kebebasan, bahkan juga
mengandung sejumlah praktik dan prosedur menggapai
kebebasan yang terbentuk melalui perjalanan sejarah panjang
dan berliku. Secara singkat, demokrasi merupakan bentuk
institusionalisasi dari kebebasan (Institutionnalization of free
dom). Berdasarkan pada argumen ini, untuk melihat apakah
suatu pemerintah dapat dikatakan demokratis atau tidak

12 Soerjono soekanto,Efektifitas Hukum dan pengaturan sanksi,
(Bandung: Ramadja Karya, 1988), him 80
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terletak pada sejauh mana pemerintah tersebut berjalan pada:
prinsip konstitusi, hak asasi manusia, dan persamaan warga
negara di hadapan hukum.

Sejalan dengan perkembanganya, demokrasi megalami
pemaknaan yang berkembang di kalangan para ahli tentang
demokrasi. Menurut Joseph A. Schmitter, demokrasi adalah
suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan
politik di mana setiap individu memperoleh kekuasaan untuk
memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
Adapun menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk
pemerintahan di mana keputusan-keputusanya yang penting
secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada
kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari warga
negara dewasa.

Dalam pengertian lebih luas, Philipp C.Schmitter
mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem sistem
pemerintahan dimana pemerintah diminta tanggungjawab atau
tindakan-tindakannya di wilayah publik oleh warga negara,
yang bertindak secara tidak langsung melalui kopetensi dan
kerja sama dengan wakil-wakil mereka yang terpilih. Hampir
senada dengan pandangan ini adalah pengertian demokrasi
yang digambarkan oleh Henry B.Mayo bahwa demokrasi

sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang

3Ubaidillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan
Civic Education, Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani,
(Jakarta: ICC UIN Syarif Hidayatulloh, 2003), him. 67.
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menunjukan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar
mayoritas oleh wakil-wakil rakyat yang diawasi secara efektif
olen rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang
didasarkan atas perinsip-perinsip politik dan diselenggarakan
dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.14

Sistem yang demokratis didasarkan pada kedaulatan
rakyat. Dengan demikian, rakyat yang diasumsikan paling
sedikit sama kuat, atau lebih kuat daripada pemerintah. Bila
pemerintah lebih kuat dari rakyat, biasanya yang terjadi adalah
sistem otoriter. Kalau pemerintah yang lebih kuat ini
menyelenggarakan sistem politik yang demokratis, demokrasi
ini  hanya merupakan demokrasi pinjaman. Bilamana
kemudian pemerintah merasa kurang berkenan dengan
demokrasi yang diberikan, pemerintah dengan mudah
menariknya Kembali.

Menurut Prof. Hertz dalam bukunya Political Realism
and Political Idealism menyatakan bahwa Demokrasi adalah
semacam pemerintahan dimana tidak ada seorang anggota
masyarakat atau kelompok yang mempunyai hak prerogatif
politik (hak yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun
juga) atas orang lain.* Hubungan teori demokrasi dalam
penelitian ini adalah, dimana Demokrasi sebagai suatu sistem

politik yang memberikan ruang dan kesempatan yang luas

“Ibid,
15 Sukarna, Sistem Politik, (Bandung: Alumni, 1981), him. 37.
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kepada masyarakat untuk mencalonkan diri dan memilih wakil
masyarakat terutama dalam pilkades.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang baik, serta penelitian ini dapat
berjalan dengan baik dan sistematis maka diperlukan adanya
suatu metode tertentu untuk menyusun dan menyelesaikan
penelitian ini. Metode dipilih dengan mempertimbngkan
kesesuaian ~ dengan  mempertimbangkan  kesesuaian
denganobyek penelitian agar penelitian dapat tepat sasaran,
untuk itu pada penelitian ini penyusun menyusun skripsi ini
dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field
research) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang
latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial,
individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. *® Riset ini
merupakan studi kasus komparatif, yaitu studi penerapan
Perda No 1 Tahun 2023 dalam pemilihan Kepala Desa di desa
Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

16 Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi
Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), him. 5.
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2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan deskriptif
analisis, Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai
prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdesarkan fakta-
fakta yang tampak sebagaimana adanya. yang bertujuan untuk
menggambarkan dan menjelaska secara sistematik, mengenai
penerapan Perda No.1 Tahun 2023 dalam pemilihan Kepala
Desa di desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten
Kebumen.

Berdasarkan hasil wawancara serta data yang
diperoleh dari Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo
Kabupaten Kebumen dapat diketahui dengan jelas tentang
penerapan Perda No.1 Tahun 2023 dalam pemilihan Kepala
Desa di desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten
Kebumen. serta hambatan dalam penerapan Peraturan
Pemerintah tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode
pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah
suatu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum
didalam Masyarakat. 1’ Pendekatan yang bersifat yuridis

menggunakan data sekunder. Data sekunder di gunakan untuk

17Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2009) cet 1, him. 105
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menganalisis data empiris yang di peroleh dari hasil penelitian
pada obyek yang penulis akan teliti.

Sedangkan pendekatan yuridis menggunakan sumber
data primer. Data primer ini di gunakan untuk melihat
penerapan Perda No.1 Tahun 2023 dalam pemilihan Kepala
Desa di desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten
Kebumen.

4. Sumber Data

Untuk membantu dalam menyusun hasil penelitian ini,
penyusun memerlukan beberapa data yaitu data primer dan
data sekunder serta data tersier. Adapun dengan rincian:

a. Data primer

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia (UUD 1945)

2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

3) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.
112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala
Desa

4) Perda Kabupaten Kebumen No.1 Tahun
2023 tentang Pemilihan, Pengangkatan,
Dan Pemberhentian Kepala Desa

5) Peraturan Perundang-Undangan lainya
yang berkaitan dengan fokus permasalahan
dalam penelitian ini.

b. Data sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi
tentang hukum vyang bukan merupakan

dokumen-dokumen resmi. Bisa berupa
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publikasi tentang hukum meliputi buku-buku,

kamus-kamus hukum, artikel dan dokumen

lainya yang berkaitan dengan penelitian ini
yang dapat sebagai penunjang dari bahan
hukum primer.

c. Data Tersier

Data tersier adalah petunjuk atau penjelasan

mengenai bahan hukum primer dan sekunder

yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah,
surat kabar, berita dan bahan-bahan lainnya.
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Pengamatan (observasi)

Teknik pengamatan ini merupakan cara yang
paling efektif dan umum untuk mendapatkan data,
format, atau blangko pengamatan terkait dengan
kejadian dan tingkah laku yang kemudian diajadikan
sebagai instrumen.'® Observasi ini akan dilakukan di
tempat yang terkait dengan penelitian ini yaitu di Desa
Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

b. Wawancara

Wawancara Wawancara adalah metode yang

digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan

lisan dari seseorang yang disebut responden melalui

18 Sadu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian,
(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), him 77.
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suatu percakapan sistematis dan terorganisasi. Oleh
karena itu, wawancara merupakan percakapan yang
berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang
dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan
sejumlah orang yang disebut sebagai responden atau
yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah
informasi yang berhubungan dengan masalah yang
diteliti.'® Wawancara ini dilakukan kepada beberapa
masyarakat Desa Adiluhur Kabupaten Kebumen, serta
beberapa pihak yang di perlukan dalam penelitian.
c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini merupakan metode
pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa
dokumen. % Dokumentasi ini mencari
data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa
catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda,
notulen rapat dan lain sebagainya yang bersifat bebas
atau belum ditentukan dalam variabel peneliti. 2
Varibel dan data-data ini berkaiatan dengan penelitian
tentang studi perbandingan pemilihan Kepala Desa di

Desa Adiluhur  Kabupaten Kebumen, sehingga

19 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, cet 3 (Bandung:
Refika Aditama, 2012), him. 312.

20 Sperjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:
Universitas Indonesia, 2010), him. 66.

21 sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian,
(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), him 78.
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dokumentasi ini akan diambil di tempat yang terikat

seperti Balaidesa atau pemerintahan Desa dan tempat-

temat lainya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik dalam analisis data ini menggunakan metode
kualitatif. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi
penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.?? Alat
pengumpulan data menggunakan pengamatan langsung,
wawancara, dan studi dokumen.

Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan secara
induktif yaitu pengambilan kesimpulan yang diambil dari
proses analisis fakta- fakta khusus, fakta nyata dilapangan
yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.?® Analisis
data menggunakan metode ini bertujuan untuk melihat secara
langsung fakta-fakta dilapangan terkait dengan bagaimana
permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pemilihan
Kepala Desa di Desa Adiluhur Kabupaten Kebumen di tinjau
dari Perda No.1 Tahun 2023.

22 |_exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2000) cet. 18, him. 5.

23 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian,
(‘Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), him. 24.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan hukum disajikan untuk memberikan
gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai sistematika
penulisan hukum. Selain itu sistematika penulisan hukum juga
mempermudah pemahaman mengenai isi penulisan hukum ini.
Sistematika penelitian hukum ini terdiri dari pendahuluan,
tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup. Adapun
sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

Bab pertama memuat mengenai latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab kedua berisi tinjauan Teoritik yang membahas
mengenai hukum, demokrasi dalam pemilihan kepala desa

Bab ketiga membahas tentang keputusan Badan
Permusyawaratan Desa Adiluhur dan Perda Kabupaten
Kebumen yang mengatur tentang Pikades.

Bab keempat akan membidik lebih jauh terhadap
analisis yang telah dilakukan oleh peneliti yang mencakup
beberapa aspek pembahasan yaitu jawaban atas pokok
masalah.

Bab kelima berisikan kesimpulan yang diperoleh dari

hasil penelitian disertai dengan saran-saran.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan

pemilihan kepala desa Tahun 2023 di Desa Adiluhur Kecamatan

Adimulyo berdasarkan Perda No.1 Tahun 2023 yang telah di

uraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberap

kesimpulan di antaranya sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Perda No.1 Tahun 2023 Tentang Pemilihan
Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala desa di Desa
Adiluhur  Kecamatan Adimulyo Kabpaten Kebumen,
dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan.

a. Pada tahap persiapan yang meliputi pemberitahuan
tentang masa akhir jabatan Kepala Desa, pembentukan
panitia pemilihan Kepala Desa, penetapan daftar pemilih.
Dari tahapan pertama secara keseluruhan proses
persiapan berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

b. Tahap pencalonan yang meliputi pendaftaran calon,
penelitian calon, penetapan dan pengumuman calon. Pada
saat melakukan penelitian calon Kepala Desa panitia
pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian dengan 3

(tiga) tahapan.
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c. Pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara.
Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan,
panitia terlebih dahulu memberitahukan kepada
masyarakat Desa Adiluhur yang memiliki hak memilih
dengan  melakukan  sosialisasi  tentang  akan
dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa di masing-
masing dusun, memberikan undangan kepada pemilih
untuk memberikan suaranya. Kemudian dilaksanakan
Proses pemungutan suara dan

d. dilanjutkan dengan penghitungan suara. Pada tahapan
terakhir yaitu penetapan Kepala Desa yang dipilih
berdasarkan suara terbanyak.

2. Pelaksanaan Perda No.1 Tahun 2023 Tentang Pemilihan
Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala desa di Desa
Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, terlihat
bahwa upaya penegakan hukum dan penerapam prinsip-
prinsip efektifitas hokum masih mengahadapi beberapa
tantangan. Meskipun Pemerintah Kabupaten telah membuat
kebijakan yang jelas, namun hasil wawancara menujukan
bahwasanya penerapan Perda tersebut masih belum optimal
diimplementasikan.

Faktor utama yang mempengaruhinya adalah
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan

tersebut serta juga kurangnya pemahaman masyarakat

85



mengenai politik. Hal ini terjadi karena kurangnya penyuluhan
ataupun sosialisasi mengenai peraturan tersebut

Penegakan hukum yang lebih konsisten juga di
perlukan demi keberlangsungan pilkades yang akan datang
serta juga sistematika pelaporan kecurangan dalam pilkades
harus lebih mudah di mengerti oleh masyarakat, Peraturan
mengenai politik uang atau yang lebih dikenal masyarakat
dengan sebutan wuwuran, hal itu menandakan bahwa kurang
pahamnya masyarakat terhadap peraturan tersebut. serta
kesadaran masyarakat tentang hukum diperlukan dalam
menangani hal wuwuran tersebut, hal itu bisa dilihat
berdasarkan  hasil ~wawancara, dimana  masyarakat
menaganggap praktek politik uang ataupun wuwuran menjadi
hal yang biasa dalam pilkades, serta juga adapun
masyarakatyang mengetahui tentang adanya praktek politik,

mereka memilih untuk bersikap acuh dalam hal tersebut.

B. Saran

Dalam pilkades Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten
Kebumen ditinjau dari Peda No.1Tahun 2023 Tentang Pemilihan
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, ada beberapa
saran untuk meningkatan evektifitas Perda tersebut serta juga
untuk menciptakan pilkades yang sesuai dengan peraturan yang

ada:
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1. Masyarakat
Dalam pelaksanaan pilkades, masyarakat merupakan salah
satu elemen yang sangat penting dalam keberlangsungan
pilkades. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam
melaksanakan peraturan yang ada dan juga lebih aktif untuk
melaporkan jika terdapat kecurangan.

2. Pemerintah Desa Adiluhur
Pemerintah diharapkan dapat lebih aktif dalam memberikan
penyuluhan dan sosialisai mengenai peraturan yang ada, serta
lebih konsisten dalam menegakan peraturan yang ada

3. Panitia pilkades Adiluhur
Panitia  pilkades desa Adiluhur diharapkan lebih
memperhatikan tugasnya yang tertera dalam Perda untuk
menciptakan pilkades yang diinginkan serta bekerja sama
dengan berbagai pihak untuk memberikan Pendidikan politik
kepada masyarakat. Menggandeng masyarakat dalam

menciptakan pilkades yang baik.
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